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ABSTRARS]

Ditetaphannya Undang-Undang (UL} Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemenntah Daerah  atan (Oomomi Deerah, menghareskan  setiap  Daerah
kabupaten dan Propinsi berbenah dinn. Mereka tidak bisa lagl menungeu
petunjuk dan pusat, melainkan haros menentukan langkah sendin. Dacrah harus
suap secara admimstratt, serta barus jele merekonstruksi visi dan misi stratee
fetvategre remmveniing) sebab pembangunan dan efisiens: vang akan dibasilkan
tergantung pada Kimmena pemenntah Daerah setempat

Laju pertumbuban reabisas total penenimaan APBD habupaten Lumajang
vang menunjukkan keuwangan daerah, antars lain  discbabkan oleh lajue
pertumbuhan . PAD dan  Alock  grawde (BG) vang  berpengaruh  terhadap
pemngkatan perekonomian dacrah. Demikian pula pertumbuban ekonomi daerah
tahun sekarang akan berpengaruh terhadap Mock grane dan PAD tahun akan
datang. kemampuan kevangan daerazh Lumajang  dalam jangka panjang
diharapkan dapat membiavar sendiri program  pembangunannva, pada er
otonomi daerah sumbangan pendapatan dari PAD mempunya peranan penting
dalam membiavar pengeluaran rutin

Bertolak dan kondisi sebagaimana dischutkan di atas. penelitan m
dilaksanakan dengan tujuan: pertama, mengetahur pengaruh AFPBD  tahun
seharang terhadap PDRB Kabupaten Lumajang pada tahun vang sama; kedua,
mengetahul pengaruh PRRA tabun sckarang terhadap PAD Kabupaten Lumajang
pada satu tahun vang akan datang; keuga, mengetahui pengaruh PAD, SA. dan
B tahun sckarang terhadap APBD Kabupeten Lumajang pada sate tahun
mendatang

APBILY,  terbukt sccara statstuk berpengaruh posinp dan signifikan
kepada FDRB,. . Hal ini mengindikasikan bahwa peranan pemerintah Kabupaten
Lumajang cukup nyata dan positip terhadap perkembangan ckonomi daerah.
Peranan sckior swasta juga memberikan hal yang positip, namun dalam
penelitan 1m peranannya belum terukur, Jika ditinjau dann COD pada fungsi
regrest hipotesis pertama sebesar = 79.40%. maka dapat dijelaskan bahwa
peranan sektor pemerintah cukup kuat dalam meningkatkan perekonomian
daerah,

Perekonomian dacrah sccara statistik juga memberikan pengaruh positip
dan nyata terhadap PAD Kabupaten Lumajang pada satu tahun berikutnva
Mamun dengan koefisien clastisitas vang cukup kecil (= + 0,00789). ini
mengindikasikan bahwa peranan PDRB agak kecil. Imi logis mengingat peran
sektor swasta dalam perkembangan perckonomian daerah Kabupaten Lumajang
tidak terukur. Perhitungan PAD pada tahun tertentu memang pendapatan
pemerintah dar berbagai komponen di mana aktivitasnya semata-mata lebih
banvak dilakukan oleh Pemerniniah Kabupaten Lumajang
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PALY. dan sisa angoaran berlebth (5A) secarn sanstis bk parsil
maupun  simulian terbukn berpengaruh positip dan nvita  terthadap APBD
Kabupaten Lumajang pada satu tdhun mendatonyg, kecualhl Mook grand (B vang
pengarehnya tdak sigmifikan, Ini mengindikasikan bahwa block granl vang
diberikan pemenntah pusal kepada Pemenntab Kabupaten Lumajang ndak
cukup  memadar  untwh  menjalankan  kepemenntahan v dacrab vang
bersangkutan _

Bahwa peranan =ektor swasta dan Aok gran dan pemenntah pusat tdiak
cukup kuat dalam menunjang perkembangan perekonomian daerah Kabupaten
Lumajang. Sechingea dan fahun ke tahun terlthal bahwa perkembangan DOFL
dan IKR mengalami penurunan Lintuk i perlu digalakkan sektor swasta dalam
berperan serta dalam perkembangan perekonomian daerah Hlock gramt dalam
tahun-labun mendatang akan lebih kecil jumlahaya dalam rangka memolivas
penguatan otonemi dacrah

Wl
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ABSTRACTION

The determiming of 1999 regulation number 22 about local government or
local autonomy has required straghten up to every regency and province one sclf
They can’t wail instruction from the center government any more, but rather they
must determine siep by themselves. The terntory must ready in admimstration
manncr, and they must sharp 0 reconstruction mission and perspective of strategy
(strategic remventing), because the ways of work of that local government establish
the result of development and eficiency

The total acceptance realiznon growth rate of Lumajang’s APBD caused by
PAD growth rate and block gramt (BG) which influence 1o local economy growth
The growth of local economy this vear will influence block gramt and PAD the
coming year likewise, The ability of Lumajang local finance wish able 1o fund their
development program by themselves in long range in  local autonomy era.
exceptance contribution of PAD have important part to fund routine outcome

According to condinion that said above, this rescarch done for first, 1o know
influence of this year APBD towards PDRB Lumajgang in the same vear; second, to
know influcnce of PDEB this vear towards PAD Lumajang regency in the coming
one year, third, to know influence of PAD, SA and BG this yvear toward APBID
Lumajang in the comimg one year

APBL) proven stanstically have posiive and significance influence to
PDRB.. This indicated that pant of Lumajang government is reality and positive
enough toward local economy growth. The pan of private sector gives the positive
thing too, but this research not measure that part vet. If looked from COD at regress
function, the first hypothesis has 79 40%: so. it can explained that pan of government
sector 15 strong enough 1o increase local economic.

As statistically, local economy gives positive and real influence toward PAD
Lumajang in the coming one vear. But it has small elasticity coefficient (+ 0,001789),
it's indicated that part of PDRB 15 rather small. 1t's logic. because part of private
sector in developing local economy of Lumaang regency not measured  Accounting
PAL in certmin year is governmenl expectation from any component where it's
activity more done by | umajang regency

PAL, and 5A proved statisiically both partial and simulance have positve
and real influence wward APBD of Lumajang regency in coming one year, except
tock pramt (BG ) that have insignificance influence. This 1s indicated that block gramt
given o Lumajang regency povernment inadequate having 1o do with their
povernment admmnistration

Part of private sector and block gram from center government not strong
enough support economy Lumajang growth. So it's looked that the growimng DOFD
and IkR have wking down from vear to year. For thal, it's need to mcite private
sector 1o take a pan in local cconomy growth. The amount of block gramt wall he
smaller in next vear, s aim o motivate the strength of territory autonomy.
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BAR I
PENDANULLUAN

L1, Latar Belakang Masalah

Menghadap  era  plobalisass  perdagangan  bebas,  isu niengenal
kemandirian daerah dalam mengeloia pembangunan telah mendapat banvak
perhatian dan berbagai kalangan, i era globalisasi pembangunan suatu bangsa
tidak akan berjalan dengan cepat dan merata. bila pelaksanaan pembangunan di
dacrah sclalu ditentukan pemenntah pusat. Daerah harus memiliki kemandinan
dan imsiantip bagt kemajuan pembangunan dacrahnya

Ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahen 1999 ientang
Pemenntah Daerah  atau Otonomy Daerah, mengharuskan  setiap  Daerah
B.abupaten dan Propinsi berbenah diri. Mereka tidak bisa lagl menunggu
petumjuk dan pusat, melainkan harus menentukan langkah sendiri. Daerah harus
siap secara admimstratif, serta harus jeli merekonstruksi visi dan misi strategi
Ustrategee reimventiag ) sebab pembangunan dan efisicnsi vang akan dihasilkan
lergantung pada Kinerja pemerintah Daerah setempat.

implementasi ULl No. 221999 dan UU No. 25/1999 setelah dilaksanakan
pada awal fahun 2001, Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, sangat
nyata bahwa peranan daerah dalam sekior publik akan meningkat, Pembagian
kewenangan telah diatur oleh UL No. 22/1999, dan UL No. 25/19%9 ditwangkan
dalam bentuk pembagian usaha melalui Peraturan Pemerintah. Gambaran umum
pembagian urusan menunjukkan bahwa paling tidak sekitar 70,00% urusan yang
berkaitan dengan sektor pemerintahan akan dialihkan kepada daerah. Dan segi
keuangan, dengan dialihkannya urusan kepada daerah, maka selavaknya

dilakukan pula pengaliban sumber-sumber dana untuk pembiayaan urusan

tersebut serta sumber dava manusia,
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BAB |
PENDAHULLAN

1.1, Latar Belakang Masalah

Menghadapi  era  plobalisass  perdagangan  bebas, sy riengenai
kemandirian dacrah dalam mengelols  pembangunan telah mendapat banyak
perhanan dan berbagai kalangan i era plobalisasi pembangunan suaty bangsa
tidak akan berjalan dengan cepal dan merata, bila pelaksanaan pembangunan di
dacrah selalu ditemukan pemerintab puss. Daerah harus memiliki kemandirian
dan misiabip bagi kemajuan pembangunan daerahnya

Ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemenniah  Daerah  atau Otenomi  Dacrah, mengharuskan  setap  Daerah
Kabupaten dan Propinsi berbenah diri Mereka tidak bisa lagi menungeu
petumyuk dan pusat, melamkan harus menentukan langkah sendiri. Daerah harus
stap secara admimistratif, serta harus jeli merckonstruksi visi dan misi strateg
Lsrbategic remveniiag) sebab pembangunan dan efisicnsi yang akan dihasilkan
terganiung pada kinerja pemerintah Daerah setempat

Implementasi UU No. 22/1999 dan UL No. 25/1999 serelah dilaksanakan
pada awal tahun 2001, Berdasarkan kedua Undang-Undang terschut, sangat
nvata bahwa peranan daerah dalam sektor publik akan meningkat Pembagian
kewenangan telah diawr oleh Ul No. 22/1999. dan UU No. 25/1999 dituangkan
dalam bentuk pembagian usaha melalui Peraturan Pemerintah. Gambaran umum
pembagian urusan menunjukkan bahwa paling tidak sekitar 70,00% wrusan vang
berkaitan dengan sekior pemerintahan akan dialihkan kepada daersh. Dari SCEI
kewangan, dengan dialihkannya wrusan kepada daerah, maka selavaknya
dilakukan pula pengalihan sumber-sumber dana untuk pembiayaan urusan

lersebut serta sumber dava manusia

Tl
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2

Kemandinan dacrah kimi merupakan suatu tunutan vang tdak dapat
diclakkan lag mengingat dalam era globalisasi perdagangan bebas nants, setiap
daerah vang tersebar di seluruh negara kesatwan Repubhik Indonesia, harus
mampu mengeall potenst daerahnya sendin dalam bal menank sumber-sumber
pembigvagn  pembangunan,. NMamun  kemampuan  deerab dadam membiavan
pembangunan da¢rah seéning mengainmi kKendala berupa rendahnya kemampuan
dalam memngkatkan Pendapatan Ash Daerah (PAD)

Ditetapkannyva paket otonom  dacrah, menjadi hak dan kewajiban
komunitas daerah di Jawa Timur untuk memanfaatkan secara optimal berbagai
kewenangan, sehinggs dapat memberikan ruang lebih luas bagi penciptaan milag
tmbah, pembiayaan, serta dinamika perekonomian daerah adalah pendapatan
Ash Daerah (PAD). Dan PAL bisa terlihat langsung besarnya penerimaan dan
pengcluaran pembangunan dacrah. Makin besar nilar PAD, makin ringan beban
Pemenntah Daerah dalam membiayar pembangunan daerah,

Pokok-pokok Pemerintaban Daerah di daerah telah diatur oleh Undang-
Undang Momor 22 Tahun 1999 Dengan suatu harapan agar Daerah Kabupaten
schapal daerah otonom, vang memiliki otonomi daerah yang nyata, beranggung
jawab dan dinamis dapat berperan. Namun dalam  praktiknya masih ada
ketergantunpgan keuangan Pemerimiah Daerah Kabupaten terhadap Pemernintah
Pusal, Karena itu, sumber-sumber keuangan daerah yang dikuasainya, baik
berasal dart PALD maupun berupa bantean atau subsidi dan Pemenintah Pusat.

Subsidi bag Pemernntah Daerah di Indonesia merupakan unsur yang
sangal  penting  untuk  kelangsungan  penyelengparaan Pemenntah  dan
pembangunan. Berdasarkan hasil penelinan sekitar tahun 1990 menunjukkan
bahwa tingkat ketergantungan daerah kepada subsidi dan Pemerintah Pusat
adalah kurang lebith 80.00% dan keseluruhan sumber pendapatan dacrah yang
harus  disediakan  untuk  membiayvan  penvelenggaraan  pemerintzh  dan
pembangunan (Birawan, 1992} Hal imi berarti bahwa kurang lelnh 20,00 % saja
vang berasal dan Pendapatan Ash Daerah
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Hakikat olonpmi luas sehagaimana tersimat dalam UL Nomar 22 Tahun

PIUY dan Nomor 25 Tabun 1999 memben kebebasan Pemerimuh Dacrah uniuk
myengitian dan menpgures rumah tameen deerab sendiri menctapkan kebupaksunann
sending, melaksanekan sendin, melakukan pembaayaan dan pertangeuny jawaban
hevangan sendini dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi. sementars pola-
pola  sentrahisas: vang  selama  in sungat  donmen  dalam pelaksanaan
kebiyaksanaan Pemerimah Daerah harus makin berkurang

Pendchatan hubungan kevangan Pemenntah Pusat dan Daerah merupakan
salah selu alternatip untuk menvelesaikan masalah-masalah dacrah khususnyva
hadang keuwangan, sefalan dengan tupuan memperkuat Pemeriniah Dacrah serta
dalam hal menyerasikan hubungan antur keuangan pusa: dan daerah serty
Keserasian antar daerah

Indikator kemampuan daersh dalam membaavar pembangunan dapat
dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) daerah, vang diperoleh dan
besarnyva perubahan PAD tethadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase
pada tahun yang sama Berdasarkan data vang tersedia selama kurun waktu
Pelita V (1991/1992 — 1993/1994), menunjukkan bahwa rata-rata TER untuk
daerah Kabupaten sefuruh Indoncsia masib sangat rendah, bahkan cenderung
menurun. Dan 22.50% (1991/1992) menjadi 23,10% (1992/1993) kemudian
menjadi 18,10% (1993/1994). Apabila dibual suatu peringkal, maka sejak
P991/1992 sampai 1993/1994 terdapat enam Propinsi vane memiliki rata-rata
IR berada di bawah 10,00%, seperti Irian Java, Sulawes: Tengah, Maluku,
Nusa Tenggara Timur dan Jambi. Hal ini menunjukkan bawa kemampuan daerah
Kabupaten dalam membiayai pembangunan masih sangat rendah. (Rasdignto
dalam Prisma : 19973

IKR dacrah-dacrah Kabupaten di Propinst Jawa Timur scjak tahun
199171992 sampai dengan 1992/1993 masih berada di atas rata-rata IKR daerah-
dacrah kabupaten di seluruh Indonesia. Bahkan pada 1993/1994 [KR daersh-
dacrah Kabupaten di Jawa Timur masih tetap berada di atas rata-rata IKR daerah

Kabupaten di Indonesia vakni 50,90%. Keadaan ini Jauh di aras IKR daerah-
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A

caerah Kabupsten di Indonesia Timur vang hanva 18,10%. (Rasdianto dalam
L ]

Prasma - 1997

.2, Humusan Masalah

Penctapan UL Mo, 22 dan No. 35 Tahun | 999 merupakan sebuah langzkah
awal untuk menciptakan suaty Pemerintah Daerah vang mandin dalwm berbawa
aspek kKhusesmya  keuangan  termasuk Pemerintah Kabupaten  Lumajang
hemandin dacrah dalam pembizyaan setidaknva pengeluaran rutin dengan PAD
letap merupakan suatu usaha vane  haros ditmgkatkan, karena menurut
Pongowmnoto (199133 ditimgan  dan sudut kebijakan  (descreson)  dalam
pengeunaan dana PAD merupakan sumber pembiavaasn vang paling memberikan
otononn kepada daerah

Sistim yang dianut pada pemberian otonomi  daerah  adalah sistim
desentralisasi, vang merupakan penverahan urusan Pemerintah Pusat kepada
Dacrah uniuk mengatur dan mengurus rumah tangeanya, Daerah otonom harus
memiliki - bermacam-macam  kemampuan  antara  lain  adalah kemampuan
keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan ekonomi dan sebagainva.

Laju pertumbuhan realisasi total penerimaan APBD kabupaten Lumajang
yang menunjukkan Keuangan dacrah, antara lain dischabkan oleh laju
pertumbuhan  PAD  dan  bock gromr (BG) vang berpengaruh  terhadap
peninghatan perekonomian daerah. Demikian pula pertumbuhan ekonom daerah
tahun sekarang akan berpengaruh terhadap Mock gramt dan PAD tahun akan
datang. Kemampuan kcuangan daerah Lumajang dalam jangka panjang
diharapkan dapat membiavai sendiri program pembangunannya, pada era
olonomi daerah sumbangan pendapatan dari PAD MEMpUNyaL peranan penting
dalam membiayvai pengeluaran rutin

Berdasarkan uraan yang telah dikemukakan di stas, maka permasalahan

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
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4 apakah APBD tahun sekarang mempunyal pengarub vang bermakna terhadap
FDRB Kabupaten Lumajang pada satu tabun mendatang

4l .'l|1-.P'-.J||1 POEB tzhun ;\-L'l'-;:ll.ill]:__l MO PNy penear uh vange bermaknag [.::]'hﬁ.ijulg
PALY Kabupaten Lumajang pada satu tahun mendatany !

v apakab PAD tahun sekarang, sisa anggaran berlebib twhun sekarany (SA,)
dan Aleck grant (BG) mempunvar pengaruh vang bermakna terhadap

APBID . Kabupaten Lumajang 7

1.3, Tujwan Penclitian

L30 Tujuan Umum Penclitian

Huastl  penelihan iy secara umum  dinarapkan dapst memberikan
sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi Pemenntah Kabupaten
Lumajang dalam menemtukan kebijaksanaan penerimaan duerah, khususnva
sumber-sumber potensial PAD dalam pelaksanaan otonomi kevangan daecrah
Para aparatur pemerintah daerah diharapkan dapat menambah wawasan inovatip

dan entreprencurship dalam menentukan kebijakan tersebut.

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian
Penelitian secara khusus bentujuan untuk
4. Mengetahui pengaruh APBD tahun sekarang terhadap PDRB Kabupaten
Lumajang pada satu tabun mendatang,
B Mengetahui pengaruh PDRB tahun sekarang terhadap PAD Kabupaten
Lumajang pada satu tahun vang akan datang.
c. Mengewshui pengaruh PAD, SA dan BG tahun sckarang terhadap APBD

Kabupaten Lumapang pada satu tahun mendatang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tersusunnya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat di

bidang akademis maupun di bidang praktis, vaitu:
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Hidang akadens
Hasil penelitian i dihargpkan dapat membenkan koneribusi akadems,
vaiu bagr dmu pengewshuan dan penpembanpan konsep keuangan  daeral
Rhususnya vang berkaitan dengan otonomi fiskal doerah serta untuk balias

relerenst bagi penelit selanjumnva vang berminat dalam bidang kapan keuangan
dacrah
b, Bidang prakus

Hasil penelitian i dapat memberikan gambaran dan pertimbangan bagi
pihak  pengambil kepurusan pada Pemerintah habupaten Lumajang  dalam

mengupavakan pemngkatan penerimaan daerah vang bersumber dar Pendupatan

hall Drasrah
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BAB I
LANDASAN TEORITIS

B

A Lamdasan Teor

L3

L1 Pengertian Bleck grand,
fiock grani adalah subsidi dan pemerintah pusat berupa sumbangan dan

bantuan kepada pemerintah daerah. Block gramt ini mempunyai peranan penting
dalam mencapai keseimbangan pembangunan  dacrah dengan  mengurangi
kesenpangan dalam pendapatan regional (Suparmoko, 1991 317) Pengeluaran
langsung pemenntah pusat dalam setiap tahun anggaran berupa investasi dan
hantuan dapat menolong mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan
ekonomi di dacrah

Hakikat dart subsidi atau grow adalah umuk  memperkuat tngkal
ekonomi suatu daerah. Dengan pembenan subsidi harus memperkual kegiatan
dagrah baik yang memmbulkan manfast ke dalam wilayah itu sendiri ( puernal
henefity mavpun memberikan manfaat keluar wilavah daerah {exiernal benefir).
Adanya subsidi justru tidak boleh menurunkan kegiatan daerah vang berasal dari
kekuatan dan kemampuan sendin. Subsidi tidak boleh mengakibatkan daerah
mengadi konira produktip

Subsidi atau grane dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu (1)
Biock Cirant, (2) Condittonal Grant, dan (3) Matching Grami.  Block grant
adalah subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah dengan penggunaan yang bebas, tidak ada pengarahan dari pusat
Condirional grani adalah subsidi-subsidi vang penggunaannya oleh pemerintah
daerah dilakukan dengan pengarahan dan pemerintah pusat, misalnya harus
digunakan untuk  pembangunan  provek-proyek  tertentu. Diberikannyva
Conditional gram atau sering disebut dengan finctional grant, karena proyek-
proyek tersebut memberi manfaat sclain kepada wilayah itu sendiri Juga
memben manfaat ke luar wilavah tersebut. Afatching grants adalah lamjutan dari

conditional grants yaitu subsids membiayai provek-provek vang juga dibiayai

’fﬂ"’} TN 1) T—
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a

nemerintah dacrah Pemenintah pusat hanve membery subsidi, apalula pemerintah
daerah mempunvan seyumlah dana 1I.‘I'|:E‘I"IILI (Arsvar, P97 38

Huntuan wing diberikan pemenntah pusst kepada pemenntah daerah
berupa subvsich, mehipun © (1) subsidi daerah otonom; {2) bamuan pembangunan
Liacrah Tingkat 10 (3) bantuan Kabupaten, (4) bantwan pembangunan sekolah
dasar, (5) bantuan sarana kesehatan, (A) bantuan desa: (71 subsidi pemblayaan
penyelenggaraan sckolah dasar. Sebagar 1ambahan terhadap subsidi/bantuan, ady
sgjumiah pengeluaran vang berarti dan anggaran pusat untuk provek-provek
vang berada di bawah pengawasan pemerimiah daerah, dan dilaksanakan oleh
Liinas-Dinas Propinsi. Alokasi wtama darn jemis-jenis utama pengeluaran imi
adalah = (1) wntuk Departemen Pekeraan Umum berupa pengeluaran sektoral
untuk pembangunan jalan-jalan negara maupun jalan Propins: serta pembiayaan
bagi kegiatan-kKegiatan operasional dan pemelibaraan ingasi, dan (2) untuk
Departemen Pertanian berupa pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan

Bantuan Pemerintah Pusat akan dapat memingkatkan pendapatan regional
vang diwuyjudkan pemingkatan pendapatan regional, vang pada gilirannya akan
dapat meningkatkan perolehan kapasitas perpajakan dan memenuhi kebutuhan
pembangunan  daerah yang bersangkutan, Penclitian mengenai pendapatan
nasional dan dipanitas harga di Indonesia menunjukkan perbedaan besar dalam
pendapatan ril per kapita di berbagai daerah, Apabila pendapatan dacrah per
kapita (setelah diadakan penyesuaian kebutuhan hidup dasar) dapat dyjadikan
indikator bagi kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pajek (rax effort),
dengan cara membag) pendapatan per kapita yang telah disesuaikan terscbut
dengan penerimaan pajak per kapita. Di samping itu dapat mengkaitkan pola
subsidi pemerintah pusat kepada daerah-daerah dengan kemampuan masing-
masing daerah meningkatkan penerimaannya melihat sampa: scberapa jauh

kemampuan ini dimanfaatkan.
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2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRE)

Untuk melaksanakan fwuan pembangunan pada sweatu negara slaw dacrah
maka diperlukan susu perencanadn pembangunan secara menyveluruh senmgga
akan diperoleh hasil vang sesum dengan sasaran yang telah dietapkan Misalnyva
saji, perencanaan vang disusun dalom suatu sektor ekopomi lertentu dar sudtu
daerah., maka basanva targel vang mgin dicapm adalah adanyva peminghkatan
pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB dacrah vang bersanghutan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) vang merupakan salah satu
ukuran dan bngkat pendapatan masyarakat dapat digunakan schagai bahan
perencanaan pembangunan regional i hidang ckonomi. Data PDREB jupa dapat
dipakai sebagar baban evaluasi hasil pembangunan ckonomi vang telah
dilaksanakan

Pengertian tain dan PDRB adalah jumlah mlar tambah (preduk) ving
dinmbulkan oleh berbagar sektor/lapangan usaha vang melakukan kegiatan
usaha di suatu dagrah (region) tanpa memperhatikan pemibikan atas fakio
produksi. PDRE secara agresip menunjukkan kemampuan sualu dacrah dalam
menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor produksi di dacrah terscbut,
hal ini merupakan gambaran produksi mumi dan daerah terscbut (BPD
Kabupaten Lumajang, 1991}

Dalam membuat suaty perhitungan regional adalah menggunakan wilavah
suaty region dar suatuy nepara, dimana region itu dapat berupa Daerah Tingkat |
(Propinsi) atsupun Daerah Tingkat [l (Kabupaten/Kotamadya) Transaksi
ekonomi vang dihitung adalah transaksi vang terjadi dalam domestik suatu
region dan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan region tersebut, Lebih
lanjut Dorbusheh (1986) menyatakan bahwa PDB maupun PDRE adalah nilai
dan barang-barang jadi dan jasa vang diproduksi.

Penekanan pada bidang barang jadi dan jasa adalah semata-mata uniuk
meyakinkan bahwa kita tidak melakukan perhitungan ganda. Dalam prakick,
perhitungan ganda dihindan dengan menerapkan milai tambah (value added),
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Pada setiap Unpgkatan dari perubahan  svatu  barang, hanva  nila yang
ditambahkan pada barang & tingkat |1:'r11hu:|lur: vang dihitung sebagar bagran
dari PDRB. Nilai tambal bruto merupakan produk dan proses produksi, terdin
dari komponen-komponen faktor pendapatan, penvusutan barang modal etap
dan pajak tidak lanpsung neto, dan jika penyusutan dikeluarkan dan mlaw tambah
bruto maka akan diperoleh milan tambah neto. Jadi PDRB Kabupaten Lumajang
berarti nila seluruh produk barang jadi dan jasa vang dibasilkan oleh unn
produksi dalam jangka waktu satu tahun, yang mehputi sembilan bidang usaha;
(1} pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan  perikanan, (2}
periambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listnik. gas, dan air
bersih: (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan
komunikasi: {8) kevangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan (%) jasa-jasa.
Perhitungan PDRB dilakukan dalam empat pendekatan, yvaiu dan seg
2 Produksi
PDRE merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasitkan unit-
unit produksi dalam suatu dacrah/region dalam jangka wakiu lerientu
{biasanva satu tahun).
b. Pendapatan,
PDORB merupakan jumlsh balas jasa vang diterima oleh faktor-faktor
produksi vang ikut sera dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka
wakiu terlentu (biasanya satu tahun
¢. Pengeluaran.
PDREB adalah jumlah pengeluaran vang dilakukan uniuk konsumsi rumah
tangga dan lembaga-lembaga sosial swasta yang tidak mencari kcuntungan,
konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan
stok dan ekspor neto di dalam swvatu daerah dalam jangka wakiu terientu

(hiasanya satu tahun).
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11

d  Alokasi

Dengan mengounakan melede alokast skan  diketshin hasil bag dan
pendapatan nasronal memadh pendapatan regronal denpan rasio ik ator

lerienti

1.1.3. Pendapatan Ash Daerah (FALY)

Keuangan Daersh, menurut kapan sebagai alat hskal Pemerimah Daerah.
merupakan bagian internal dan keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-
sumber ekonomi, memeratakan hasil pembangunan, dan menciptakan stabilitas
ekonomi selain stabilitas sosial-politik. Peranan keuangan dagrah makin pentng
selama kargna keterbatasz~ dama vang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi
dan bantuan, tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan vang dihadaps
daerzh dan pemecahannya membutuhkan partisipasi akip masyarakat daerah
Selain iu, peranan daerah vang nyata dan bertanggung jawab,

Menurut Tjokroamidjoio (1991.61), sumber-sumber penerimaan daerah
meliput :

a “Pajak yang sepenuhnva diserabkan kepada daerah atau vang bukan
menjadi kewenangan pemerintah pusat dan masih ada polensi di
daerah

b. Penerimaan dan jasa-jasa pelavanan di dacrah seperti retribusi dan

perijinan lerentu.

Pendapatan daerah vang diperoleh dari keuntungan perusahaan daerah,

vaitu perusahaan yang mendapatkan sebagian modal atau seluruhnya

dari kekavaan daerah

d. Perimbangan kewangan antara pemernntah pusat dan pemerintah
daerah. Dengan ini dimaksudkan sebagal bagian penerimaan tertentu
dari pajak-pajak vang dipungut pemerintah dan kemudian diserahkan
kepada daersh.

e. Pemberian subsidi secara langsung, vang penggunaannya ditentukan
{earnmarked) untuk dacrah tersebut

{, Pemberian bantuan dari pemeriniah pusat vang bersifat khusus karcna
keadaan tertentu atau Josebut ganjaran.

g. Pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah™

L )
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PAD  adalah pendapatan ving dipereleh  dan sumber-sumber  vang
I-L'r.v-umh-.'r dart hasii-husil pajak daerah, hasil retribusi dacrah, hasil perusahaan
daerah, dan lwin-lmn usaha daerah wang sah  PAD merupakan  sumber
pendapatan vang benar-benar dan diperpunakan oleh daerab unmuk membiavar
penyelenggaraan otlonomi daerah. Makin besar penerimaan PAD, berart pula
bahwa kemampuan dalam melaksanakan pembangunan akan lebih baik, dan
semakin tinggi konstribusi PADD terhadap total penerimaan dacrah. maka isa
dikatakan daerah 1ty makm mandirs
sumber pendapatan dacrah terdapatl pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 1999 vang memadi sumber-sumber pencrimaan daerah  dalam
pelaksanaan desentralisas Dalam pasal it disebutkan bahwa pendapatan daerah
adalah
u. Pendapatan Ash Daerah sendin, vang terdiri dar - (1) hasil pajak daerah: (2)
hasil retribusi daerah; (3) hasil perusahaan daerah: dan (4) lain-lain usaha
daerah yang sah

b. Pendapatan dacrah berasal dari pemberian pemerimtah, vaitu terdiri dari : (1)
sumbangan dari Pemerintah Pusat; dan (2) sumbangan-sumbangan lain, yang
diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan,

Sumber asli pendapatan dacrah sebagaimana tersebut di atas adalah
sebagal punguian langsung vang dikenakan untuk pelavanan tertenty dari
pemerintah daerah. Pajak daerah secara teori dikehendaki dapat memenuhi
beberapa persyaratan, antara lain pajak daerah tidak boleh bertentangan, data
harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat, pajak daerah harus
sederhana dan tidak terlalu banyak dan adminisirasi harus rendah; pajak daerah
tidak mencampuri sistim perpajakan pusat, sedangkan perpajakan dacrah adalah
suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerzh untuk memperkembangkan

perekonomian daerah harus berdaya guna dan berhasil guna (Team PAFPACK,
19494 - 223
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(1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan |'itj=-l‘]-|.
Menurst Sumitro (199201} pajak adalah iwran rakyst kepada negarn
berdasarkan Undang-Undang (vang dapas dipaksakan) denean tiada mendapat
tmbal (kKontra prestasi) vang langsung dapat ditunjukkan dan vang digunakan
untuk membayar pengeloaran umum. Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa
pajak memiliky unsur-unsur
a luran dan masvarakal kepada negard, vang berhak memungut pajak hanvalah
negarni, weran terscbut berupa vang (bukan barang)

h. Berdasarkan Undang-Undang. pajak dipungut berdasarkan atau  dengan
kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya

c. landa jasa mbal atau kontra presiass dan nepara vang secara langsung dapat
ditunjuk, di dalam pembagian pajak tidak dapat ditumjukkan adanva kontra
prestasi individu oleh pemerintah

d. Digunakan untuk membiayar rumah tangpa negara vakni pengeluaran-
pengeluaran yvang bermanfaat bagi masvarakat luas

Berkaitan dengan maksud di atas bapi hasil pajak dan bukan pajak
menurtut Davey (1998:40) bahwa pajak vang dipunput dan diadministrasikan
oleh pemerintah tetaps hasil pungutannya diberikan, dibagikan dengan atau tanpa
dibebani pungutan tambahan oleh pemenintah,

Menurut ketentuan Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999, bagi hasil
pajak bukan pajak termasuk semua sumber-sumber pendapatan yang berasal dari
dana perimbangan menurut Pasal 3 meliputi pencrimaan PBB, Bea Pajak Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan luran Hasil Hutan (IHH).

{2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
kebijaksanaan pengembangan keuangan daerah (local finance) pada
prinsipnya mencakup dua dimensi penataan anggaran sektor publik, vaitu

penataan aspek pendapatan (revemue side) dan aspek pengeluaran (expenditure

side), seperti yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
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1§
(APHLY), kebijakan kevangan mencakup berbagal aspek sepert (Pentiowinoto,
[9a]:3)
i, “Pembavaran dalam rangka azas desentralisas), dekonsentrasi dan azas
pembantuan:
b, Sumber-sumber pendapatan daerah, baik vang bersumber dan mobilisas:
PAT maupun dalam bentuk subsidh dan baniuan serta prajaman, dan
¢, Pengelolaan keuanpan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur
daerah dalam menpelola keuangan dan pendapatan dacrah”™
Dalam kaman dengan pemingkatan pendapatan Khususnva PAD maka
kebijakan vang perlu ditempuh menwrst Kamaluwddin (1994:85) dan Lains
{1985:55) adalah dalam bentuk intensifikas) dan ckstensifikas) pemungulan
sehingga  dibharapkan PAD akan lebih berperan. Kebyjakan  dan usaha
intensifikasi adalah berupa pemngkatan PAD dan sumber-sumber vang telah ada
atau vang telah berjalan selama i sedangkan kebjjakan dan menggaly sumber-
sumber pendapatan daerah vang bary dalum batas ketemuan perundang-
undangan. Upaya-upava intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber akan
sangat bergantung pada kreativitas aparatur Pemerintah Daerah uniuk mampu
mengkoordinasikan lembaga-lembaga penghasil sumber PAID} dan kreativitas
aparatur tentunya sangat ditentukan oleh kualitas aparatur {Redjo, 1995:47).
Sementara 1ty Knstadi (1991:47) membenkan batazan-batasan agar
sumber-sumber pembiavaan vang wdeal berkaitan dengan PAD antara lain

a. “Pendapatan ash daerah  seyogyanyva lebih dititik beratkan pada
ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber restribusi, hal m
mengingat bahwa restribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung
kepada masyvarakat. Dengan demikian diharapkan dapat sckaligus
memacu peningkatan pelayanan.

b. Pajak-pajak daerah cukup ditetapkan secara hmitatip pada ebyek-obvek
vang cukup potensial sevogvanya dihapuskan™,

Untuk memfasilitasi ukuran ekonomm daerah, Pemenntah Daerah tingkat
Propinsi dan Kabupaten/kotamadya menentukan sumber-sumber potensial baik

penerimaan  pajak  dacrah  maupun restribusi  yang  diharapkan dapat

menmgkatkan PAT)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(3) Sumber Peadapatan Dacrah .

Penerimaan  doerah mengatur  dan menpurus rumah  tanpga  sendin
memeriukan  sumber pemblavasn dalam benmuk  wang vang ndak  sediki
jumlabnya, untuk  menuup  pengeluaran dalam  memenuh kebutuhannya
Pemenntah daerah harus dapat menggall sumber-sumber PAD sendini sesu
dengan polens dan kemampuan masyarakal setempat berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan vang berlaku.

Fendapatan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur
secars nyata kemampuan deerah dalam melaksanakan otonoemi Pendapatan
dacrah menvangkut upava mendapatkan uwang maupun membelaniskannyva
schingea masalah vang timbul dalam keuangan daerah adalah bagaimana sumber
pendapatan itu digali dan didisinbusikan.

Max Andrews (19951 18) mengartikan PAD adalah propors: pendapatan
propinst dan kabupaten vang diperoleh dan sumber-sumber di luar subsidi dan
pemerintabh  atasnva,  Sedangkan Kristadi  (1992:47) menyatakan bahwa
penverahan sumber pajak kepada daerah untuk dipungut sehagai pajak daerah
lermasuk retnbusi dacrah dan pendapatan lain. Pendapatan ini sering disebut
sehagai “Pendapatan Asli Daerah Sendini” (PADS). Sementara Kasto (1997:126)
membagi Pendapan Asli Dacrah dalam (1) hasil pajak, (2) hasil retribusi daerah,
i3) hasil perusahaan dacrah, dan {4} lain-lain usaha daerah vang sah.

Berkaitan pentingnya peranan PADS sebapai sumber penerimaan murmi
daerah, maka vang menjadi sumber penernimaan daerah di luar subsidi adalah -
pajak daerah, restribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan
penerimaan lainnya (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 55),

Selanjutnya akan diuraikan mengenai pengertian pajak dacrah, retribusi

dacrah, laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lainnya sebagai
berikil :
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(a} Pajak Daerah .

Pajak sebapgar salab satu sumber PADS, pajak merupakan wuran wapb
berupa uang ataw denda vang dipungut pemerintah berdusar norma-nosma
fukum, guna menutup biava produks barang dan jasa kolekuip dalam mencapsn
kesejahieraan umum { Kasio, 19972497

Penpgernan Pajak Daerah sendin, menurut Sumiatro (199729 adalah pajak
lokal atau pajak daerah ialabh pajak  vang dipungut oleh  dacrab-dacrah
swanlanira, sepertt propinsl, kotapraja, kabupaten dan sebagainva. Sedang
Davey ( 198839 merumuskan pajak dacrah adalah pajak vang dipungut oleh
pemerintah pusat dengan pengaturan dan dacrah sendin

Dar pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dacrah adalah
pajak negara vang diserahkan kepada daerah wntuk dipungut berdasarkan
peraturan  Perundang-undangsn vang berlaku guna membiayal pengeluaran
daerah sebagar Badan hukum Publik.

i(b) Retribusi Daerah

Retnbusi menurut Fieldman (dalam MNurpratiwi, 199759} mecrupakan
penrerimaan  yang diperoleh penpusaha publik dan ruomah tangga swasta,
berdasarkan norma-norma hukum yang ditetapkan, berhubungan dengan
prestasi-prestasi vang diselenpgarakan atas usul dan kepentingan rumah tangga
swasta dan prestasi tersebut karena berhubungan dengan kepentingan umum,
secara khusus dilaksanakan sendin oleh pengawas publik,

Selanjutnya Bawazier (1996:15) memberikan pengertian retribusi daerah
adalah pungutan daerah schagai imbalan atas pemakaian atau manfaat vang
diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan atas jasa pelayanan yang
oleh pemenntah dacrah

Drari pengertian im maka retribusi dagrah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah vang potensial, hal i tergantung dengan besar kecilnya jasa

lavanan vang diberikan oleh dacrah yang bersangkutan,
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Secara konseptual, terdapat berbapar pendapat pro dan kontra sias perlu
atau Hdaknva penvedizan suaty barang dan jasa retribusi Mengenar hal om
ditarik suatu kesimpulan tenang perlu ndaknva retribusi tersebut ditarik adalah
buhwa suatu penvediaan  barangjasa vang dibiovar dan pajak atau retribusi
erganiung dan “derajat kemanfhatan™ barang ataw jasa itu sendin. Menurut
Santoso (1955:220) makin dekat kemanfaatan seatu barang denpgan privaee
gocs, maka pembiavaannya berasal dan reiribusi Sebaliknva makin dekat
kemanfaatan suatu barang denpan pudlic poods maka pemiavaannya berasal
dari pajak
Lebth  lamut  dijelaskan  oleh Redjo (19535:17) pada prinsipnyva
kemantaatan dalam penarikan retribusi, maka mercka vang ticak mendapatkan
manfaatl dari penyediaan barang/jasa udak harus membavar dapat dikecualikan

dart mengkonsumsi barang dan jasa tersebut

{c) Pendapatan Perusahaan Daerah

Sumber pendapatan daerah perusahaan daerah dalam hal i adalah
BUMD yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi dacrah dalam batas-
batas tertentu pengelolaan perusahaan daerah harus bersifat profesional dan
harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, vakni efisien

Landasan bagi pendirian perusahaan daerah sampai saat ini masih tetap
bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Menurut Devas
(1989:111) pendirian perusahaan daerah berdasarkan perimbangan  untuk
menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembagian daerah, senta untuk
penerimaan bagi pemerintah dacrah. Scmentara ity menurut Al Habsi (1994)
mengenai lapangan usaha perusahaan daerah, tudak ada batasan yang tegas,
sehingga banyak sekal lapangan usaha yang dijadikan bidang usaha, seperti air
minum, hotel, bioskop, tempat rekreasi, dan lain-lain.

Dan urman di atas, tampak bahwa perusahaan daerah merupakan salah

satu sumber pendapatan murni daerah, khususnya PADS. Dengan posisi vang
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demikian i menempatkan perusahaan daerah pada posisi sirotegis schuga
L]

penghasil dana unwk menambah kemampoan AFBD dalam membiavai kepiatan

pembangunan di daerah

(d) Perduapatan Ean-Lain

sumber-sumber pendapatan lain bagi pemerttah Daerah adalah penenman
dinas-dinas.,  menurul  Syvaichu  (1996:67) peneniman  dinas-dinas  adalah
penerimaan vang dienima oleh dinas-dinas  daerah vang secara langsung
memberikan pelayanan dan jasa peripan kepada masvarakat ndak termasuk
Dinas Pendapatan Daerah

Menurut Kasto (1977:172) dinas-dinas daerah, sckabgus tugas dan
lungsinya adalah memberikan pelavanan terhadap masyarakal tanpa selaly
memperhitungkan untung rugi, tap dalam  batas batas teremiu  dapal
didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ckonomi vang memberikan
pelavanan dan jasa dengan imbalan, dan sinilah daerah dapat menambah PADS-
my

Berdasarkan persvaratan i atas, sekalipun dinas-dinas  daerah
ditempatkan scbagai sumber PADS, hal im bukan berarti dinas daerah dapai
bertindak sebagai intansi profit making, namun demikian dinas daerah tetap
menjalankan fungsi pelayanannva. Hal imi disadari bahwa  fungsi intansi
pemerintahan adalah public service

Selanjutnya  schagai sumber peperiman adalah peneriman lain-lain
seperti dikemukan Devas (198%:31) bahwa kelompok penerimaan lain dalam
Anggaran Daerah Tingkat I, mencakup sebagai jenis peneriman dari hasil hasil
penjualan alat-alat dan bahan sisa, peneniman dari sewa, bunga pinjaman bank
dan giro, serta penerimaan denda vang dipikul kontrakior

Berdasarkan konsep teoritk di atas, maka perimaan PAD dari sektor

sepertl tersebut i atas akan sangat bergamung pada upava-upaya pemerintzh

dacrah dalam pengelolaannya maupun pencarian obyek-obyek baru yang
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diperkirakan mampu memjads sumber h‘ﬁl_ll pemingkatan PAL: Menurut Devas
(1989 143) ada vga wlok vkur untuk mendo pendopatan daerab, vako (1)
upEva pajak, (2) dava gana (efficiency), 13) hasil guna (effectivenesy ). Semenlira
i touan utama pengelolaan adalah (1) tangegung jawab, (20 memenuhi
Lewapban Kewanpan, (3) hasil guna dan (4) pengendalian

Santose (P995:80) menvatakan meskipun PADS ndak harwes dapat
membiaval selurul anggaran belanja daerah, namun proporsi PADS terhadap
total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandinan suatu
dacrah. vang kemuodian disebut sebagar kemandinan fiskal (fiscal independence)
Menurut John F. Dae ( 1984) Kemandirian fiskal pada paris besarnys mempunyai
dua aspek, vakm (1) aspek kuvamtntatip vaitu vang berhubungan dengan jumlah
pang vang akan ditank atau dibelanjakan, (2) aspek kualmatip, vailu yang
berhubungan dengan jemis pajuk, pembavaran dan subsidi. Sejalan dengan atu
Kuncoro (1995°8) menyatakan indikator kemandinan hiskal adalah rasio antara
PADYS dengan total penermmaan daerah

[bnu Syamsi (1988 ) menjelaskan bahwa penerimaan daerah sebenarnya
memang diharapkan dan PADS, sebagar penvangga utama dalam membiavai
kematan-kegiatan  deerahnya. Makin besar kebutuhan dacrah dapat dibiayar
dengan PADS maka makin berkualitas otonominya, Kemudian jika ditinjau dari
sudut kebyjakan menurut Pontjowinoto (1991:33) dalam penggunaan dan, PADS
merupakan sumber pembiayaan yang paling memberikan otonomi kepada
dacrah  Sedang Davey [1988:260) mengemukakan bahwa pemerintah daerah
akan dapat menikmati ungkat otonomi yang dunginkan wyaitu  kebebasan
bertindak pika mereka sendiri vang mencari sebagian besar uang vang mereka
perfukan dan mereka belamjakan. (Meh karena itu menurat Kingsley {1996:156)
Pemeintah lokal memerlukan otonomi keuangan vang lebih banvak uniuk
melakukan tanggung jawabnya.

sumber-sumber penerimaan didalam anggaran pendapatan dan belanja

dacrah (APBD} Tingkat I'Propinsi terdinn dari lima komponen besar vaitu PAD,
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diperkirakan mampu menjady sumber t:;a:_il pemingkatan PALR Menurut Devas
(1989 143) ada nga wlok ukur untuk mentdlm pendapatan daerab, vako (1}
apava pajak, (2) dava guna (effrciencyy, 13} hasil guna (effectivenesy). Sementara
it tojuan wtama pengelolaan adalah © (1) tanggung jawab, (20 memenuhi
kewapiban Keuwangan, (3) hasil guna dan (4) pengendalian

Santose (P99580) menvatakan meskipun PADS ndak harws dapat
membiaval selurub anggaran belanja daerah, namun proporsi PADS terhadap
total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat Kemandinan suatu
dacrah. vang Kemudian disebut sebagar kemandinan fiskal (fiscal independence)
Menurut John F. Due ( 1984) kemandinan fiskal pada garis besamye mempunyai
dua aspek, vakm (1) aspek kuamtnatip yvaitu vang berhubungan dengan jumlah
pang vang akan diank atau dibelanjakan, (2) aspek kualmatip, vailu yang
berhubungan dengan jems pauek, pembavaran dan subsidi. Sejalan dengan itu
Kuncoro (1995:8) menyatakan indikator kemandinan fiskal adalah rasio antara
PADYS dengan total penermmann daerah

[bnu Syamsi {1988 ) menjelaskan bahwa penerimaan daerah sebenarnva
memang diharapkan dan PADS, sebagm penvangga utama dalam membiayai
kegratan-kegiatan  dacrabnya. Makin besar kebutuhan daerah dapat diblaya
dengan PADS maka makin berkualitas otonominya. Kemudian jika ditinjau dari
sudut kebyjakan menurut Pontjowinoto ( 1991:33) dalam penggunaan dan, PALS
merupakan sumber pembiayaan yang paling memberikan otonomi kepada
dacrah  Sedang Davey (1988:260) mengemukakan bahwa pemerintah daerah
akan dapat menikmati ungkat oftonomi yang ditnginkan wvaitu  kebebasan
bertindak ika mereka sendir vang mencari sebagian besar vang vang mercka
perlukan dan mereka belamjakan. (Meh karena it menurut Kingsley (1996:156)
Pemeintah lokal memerlukan otonomi keuangan vang lebih banyak uniuk
melakukan tanggung jawabnya.

Sumber-sumber penerimaan didalam anggaran pendapatan dan belanja

dacrah (APBD} Tingkat I/Propinsi terdin dar lima komponen besar yvaitu PAD,
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bagi hasil pajsk/dbukan pajak. sumbapgan'bantuan pemenniah pusat, pinjaman
dacrah dan stsa lehh tahun sebefumnya. PAL terdinn dan pajak dacrah, restribus:
dacrah, baman labe dan perusahaan aizu badan vsaha milik daerah, penerimaan
dars dhinas, dan penerimaan lain-lam, PAD milah vang seharusnva menjadi 1olak
ukur kemampuan masing-masmg propinst dalam mengatur rumah angpanva
sendin, vaiu jumlah dan vang benar-benar menunjukkan kemampuan setiap
daerah dalam menghimpun dana darn masyraka daerah Sebagai ibukota negara,
K1 Jakarta merupakan Dacrah Tingkat | vang paling maju perckonomiannya di
antara propinsi-propinsi & Indonesia. Hal imi terlihat pula dalam proporsi PAD
DL Jakarta dalam total PAD Propinsi-propingi di [ndonesia mencapal angka
45.00% lebth atau Rp 130 triliun. Tiga propinsi lain & pulau Jawa. kecuali DI
Yogvakarta, merupakan propinsi-propins: berikutnya vang memperoleh propors
PALY vang besar Secara keseluruhan lima propins: di pulau Jawa memilika
Froporsi PAD dalam total PAD propinsi-propinsi sebesar 735.00% (Mazam
1997

Pendapatan Ashi Daerah merupakan sumber pendapatan vang benar-benar
diperoleh dan dipergunakan oleh daerab untuk membiayal penyelenggaraan
olonomi daerah PAD menunjukkan kualitas suatu daerah dalam kemandirianya
untuk mengelola rumah tangganyva sendin. Makin besar penenmaan PAD,
berarti pula bahwa kemampuan dalam melaksanakan pembangunan akan lebih
batk dan makin tinggl kontribusi PAD terhadap total-total penerimaan daerah.
maka bisa dikatakan daerah itu makin mandiri. Dengan adanya kemajuan dalam
pembangunan, tngkat kesejahteraan masvarakat akan berpengaruh pada
peningkatan komponen-komponen PAD,

Dari bermacam-macam sumber pendapatan asli daerah, maka pajak dan
retribusi 1tu sangat penting, karena merupakan sumber pendapatan ash yang
paling besar. Sampai saat ini yang merupakan sumber pendapatan asli daerah
adalah apa yang termaksud dalam lampiran instruksi Menteri Dalam Negeri
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Nomor 16 lahun 1997 tentang Pengumpulan Dana Mengenan Sumber-sumber
Penghasiian Ekonom Daerah vanp mr:_‘.ln Aias
b Pajak Daerah

Pajak dacrah terdin dari . {§) pertunjukan dan keramaian wmum. (2}
rekiame yang termuat dalam magalah atau haran (3 anpnge: () penjualan
minuman keras, (3) kendaraan bermotor: 16) hwasan kuburan, (7} berdiam di
sualu daerah lebih dare 120 han; (8) atas milik berupa halaman vang berbatasan
dengan jalan umum dan tanah-tanah kosong vang berbatasan dengan jalan umum
tersebut; (9) atas milik berupa bangunan keturwtannya atau tanah-tanah vang
berada dibagan-bagian tertentu di daerab, dipungue tap whun uniuk paling lama
M tahun, (10) atas mulik berupa bangunan-bangunan serta halamannva vang
berhbatasan dengan jalan umum di darat, atau di ar atau dengan lapangan atau
pajak atas tanah vang menurul rencana pembangunan daerah vang telah
dizahkan, akan chpergunakan sebagai 1anah bangunan dan terletak dalam
hingkungan tertentu; (11) sckolah; (12) penerangan jalan; (13) pembernian air
minum; {14) rumah bola; (15) Torensen: (16) pendafiaran perusahaan; dan
bangunan yang dikuasai daerah: (17) rumah penginapan; (18) atas barang vang
menjulang di atas tanah jalanan; (1Y) perusshaan; (20) pelabuban lawt, (21)
pembuatan garam; (22) pengangkutan garam keluar daerah; (23) asuransi: (24)
perusahaan kandang babi, (25) pelelangan ikan, radio, bangsa asing, opsen, atas
pajak verponding, opsen atas telepon, potong hewan, pembangunan 1,30 % pajak
peralihan (ketepatan besar), %0,00% peralihan (ketepatan keeil), dan 90,00%

pajak upah/matera

(b) Restribusi Dacrah
Restribusi daerah terdiri atas @ (1) uang leges; (2) bea jalan jembatan tol;
(31 bea pangkalan: (4) bea penambangan; (5) bea periksaan/pembatalan hewan;

(6} uang sewa tanah/bangunan, {7) vang sampah izin bangunan, (8) vang atas

pemakaian tanah, (9) bea penguburan; (10) pengeluaran kakus: (11) pelelangan
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_—

k. (120 pemberian azin perusabasn industn keeil, (13) uang pengujian
-

kendaraan bermaotor: (14) jembatan tumbang. (15} stasiun bus  dan 1aksi. (16}

balai  pengobatan; (17) tempat rekreasi; (la) reklame: (19) pasar, {20

-~
L

pesangsarahan: (21) pengeluaran hasil-hesi] pertanian, butan dan laut serta (223
||':.']I|.l..'r||'-..-iiJ.:!|'| S LIS L

sumber PAD selain pajak daerah dan restnibusi daerah untuk mengelola
perusahaan sendin, vang merupakan perusahasn daerah. Prinsip pengelolaan
huruslah berdasarkan ekonomi perusahaan. dengan demikian, maka harus
mencart untung. >ebapian tertentu dan keuniungan wajib disetor ke kas daergh
dapatl beroperasi di bidang Konstruks, trunsportass, pembuatan barang dan lain-
lain
{¢) Perusahaan Daerah

Pemenntah Daerah juga diberi hak untuk mengelola perusahaan sendini,
vang merupakan perusahaan daerah. Prinsip pengelolaan haruslah berdasarkan
ckonomi  perusahaan; dengan  demikian, maka haruslah mencari  unlung
Sebagan tertentu dan keuntungan wanb disetor ke kas daerah dapat beroperasi

di bidang konstruksi, transpoertasi, pembuatan barang dan lain-lain

(d) Dinas Daerah

Selain perusahaan dacrah, maka pemerintah dacrahpun dilengkapi dengan
beberapa macam Lhnas Daerah, Dinas-Dinas Daerah inipun ada beberapa vang
menghasilkan uwang bagi daerah, Misalnya Dinas Daerah Pekerjgan Umum,

Reschatan, Pertaman, Peternakan, Kehutanan, Ferikanan dan sebagainya

{e) Lain-lain Pendapatan Daerah
Masih ada Kemungkinan pendapatan daerah vang dapat diperoleh dari
sumber lain yang sah, vang tidak berupa pajak daerah. restribusi daerah,

perusahaan dan dinas gaerah
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kan. (12) pemberian izin perusahaan ndustri keeil, (13) uang pengujian
.

Kendaraan bermotor: (14) jembatan timbang: (15) stasiun bus  dan wksi, (16)
balal  pengobatan; (17) tempat rekreast; (la) reklame: (19 pasar, |20
pesanggarahan: (21) pengeluaran hasil-hasi] peranian, butan dan laut, serta (22)
pemeriksaan susu

sumber PALY selain pajak daerah dan restnbusi daerah untuk mengelola
perusahaan sendin, yang merupakan perusahann daerah Prinsip pengelolaan
haruslah berdasarkan c¢konomi perusahaan. dengan demikian, maka harus
meacan untung. sebagian tertentu dan keuniungan wajib disetor ke kas daerah
dapat beroperast di bidang konstruksi, trunsportas:, pembuatan barang dan lain-
lain
{c) Perusahaan Daerah

Pemenintah Daerah juga diberi hak unwk menpelola perusahaan sendiri,
vang merupakan perusahaan daerah. Prinsip pengelolaan haruslah berdasarkan
ckonomi  perusahaan: dengan  demikian, maka haruslah mencari  entung.
Sebagian tertentu dan keumtungan wajib disetor ke kas daerah dapat beroperasi

di lndang konstruksi, transportasi, pembuatan barang dan laim-lain.

(d) Minas Daerah

Seloin perusahaan daerah, maka pemerintah daerahpun dilengkapi dengan
beberapa macam Dinas Daerah, Dinas-Dinas Daerah inipun ada beberapa yang
menghasitkan uang bag daerah, Misalnya Dinas Daerah Pekerjpan Umum,

heschatan, Pertaman, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan sebagainya

(e) Lain-lain Pendapatan Daerah
Masih ada kemungkinan pendapatan daerah yang dapat diperoleh dan
sumber lain yang sah, vang tidak berupa pajak daerah, restribusi daerah,

perusahaan dan dinas gacrah.
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Lan bermacam-macam sumber pendapatan asli tersebut. maka vang
L ]
paling hanvak dapat dibasilkan dan mudah  diciplakan adalah pajak dan

rEsLnbL=

(4) Anggaran Fendapatan dan Belanja Dacrah (APBD)

Clambaran  mengenal  kevangan  dacrah  tercermin  dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) setiap tahun baik anggaran Daerah
Tingkat | ataupun Daerah Tingkat 11 Sumber penerimaan Daerah Tingkat 11
dalam APBI} dinnet menjadi, (1) Penerimasn Daerah Asli Sendin (PADS) Yang
diperoleh dan pajak daerah, restnbust dacrah, bagian laba BUMN, penerimaan
dinas-dinas, dan penerimaan kinova, (2) bagi basil majak dan bukan pajak
pemenntah pusat dan Dati [, {3} sumbangan dan bantuan dar Pemerintah Pusa
dan Dacrah Tingkat 11, (4) penenmaan pembangunan (pinjaman daerah) dan (5)
sisa anggaran tahun sebelumnya

heuangan dacrah adalah sub sistim  dan kewangan negara  vang
diwujudkan dalam bentuk APBD (Tolahu, 1998:62). Dalam hal ini pemerintah
pusat diben kewenangan vang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah
securg proporsional yang diwujudkan demgan pengaturan, pembagian dan
pemanfantan sumber daya nasional vang berkeadilan serta perimbangan
keuangan pemerintah pusat dan daerah Pemerintah daerah agar dapat melakukan
pengolahan dan pengendalian kegiatan ckonomi daerah baik mengoptimalkan
penggalian  potenst  sumber-sumber  penerimaan  daerah maupin - untuk
meningkatkan produktivitas dan peranan sekior swasta di daerah (Maskun,
19465060}

(5) Derajat Otonomi Fiskal Dacrah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Keuangan daerah sebagai alal fiskal Pemerintah Daersh, merupakan

bagian ntegral dan swate negara dalam mengalokasikan sumber-sumber

ckonomi, memeratakan hasil pembangunan, dan menciptakan stabilitas ekonomi,
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statlinas sosial politk. Peranan keuangan daerah makan penting, selain karena
keterbatasan dana vang dapat I'JI:Jllhi.‘;lH ke daerah berupa subdist dan bantuan.
tetape juga karena makin kompleksnyva persoalan yvang dihadap daerah, Selain
ITL, PsEraman LI:L‘UII::’H]'I membutuhkan parisipasi ,-J,L1ir| rnux;:.*araka: daerali, Selain
itu,  peranan  kevangan  daerab vang makin meminghat  akan mendorong
terwujudnya otonomi daerah vang febih nvata dan bertangpung jawab,

PAD sening kali dianggap sebagar aliernatip untuk memperoleh 1ambahan
dana vang dapat digunakan untuk berbagm  keperluan  pengeluaran yang
ditentukan oleh daerah sendiri. Khususnya pengelusran rutin, oleh karena it
peningkatan  pendapatan lersebut merupakan bhal dikebendakar oleh senap
dacrah Peninghatan PAD tdak hisa terlepas dan berbagan faktor penting adalah
keadaan perekonomian pada umumnva dan potensi sumber-sumber PAD itu
sendin  (kristiadi, 199238)  Unwk lebih mendukung  pencapaian  tujuan
pembangunan daerah vang merata di seluruh dacrah sesuai dengan prinsip
ckonorm dacrah yang nvata dan benangpung jawab maks diturunkan lima
kebyaksanaan pokok di bidang keuangan dacrah, (1) kebiyjaksanaan untuk
meningkatkan PAD, khususnva yang bersumber pajak dan restribusi daerah,
selain meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak secara
optimal, subsidi dan bantuan, serta minjaman dari pemerintah dacrah dan badan
usaha milik negara (BUMD), sehingga pemerintah daerah dapat makin mampu
mengelola dan menyvelenggarakan pemernintahan dan pembangunan dasrah; (2)
kebijaksanakan di bidang pemenntah daerah pada dasarmnyz diarabkan untuk
menciptakan  pemingkatan  perckonomian  masyvarakal  wang  lebih  baik,
memperluas kesempatan kerja, mendorong usaha pemerataan, mendorong sektor
swasta, membantu pengusaha lemah, serta memngkatkan produksi komoditas
ckspor dan pariwisata: (3) peningkatan kemampuan organisasi pemerintah

daerah termasuk peningkatan kemampuan manajemen dan penvempurnaan

struktur organisasi, (4) peningkatan sistim informasi keuangan daerah dan
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pengendahian  pembangenan  daerah, (51 kebyaksanaan  untuk  mendorong
kerkutsertaan swasta dalam |!'-;_'|H‘-.':!II:JII‘11I::I1-:"|-.'I‘.'.li..'l:|

Menurut Davey { 1988:125) hubungan anlara helergantungan dacrah atas
dana pusat dengan kelelvasaan doaerab akan pengeluaran-pengeluaran adalah
tidak langsuns. Menurul pandangan 1m, yang penting bagi otonom dacrah
adalah mereka mempunval sumber pendapatan dan elastis, tidak tergantung dana
lersebut, dan mempunvar kekuasaan terutama dalam mengpunakan dana bagi
kepentingan masyarakat dacrah di dalam batas-batas vang duentukan Perundang-
Lindangan.

sementara 1iu Booth (1993 132) menvatakan kemandirian fiskal daerah
tidak akan memadi kenvataan kalau pusai menguasm sebagian besar sumber
dana, sebahknyva vang terpadi jusiru peningkatan kelergantungan anggaran
dacrah kepada pusal, untuk wu maksud 1m maka dipandang perlu mendorong
pemerintah daerah agar lebeh keras berupaya meningkatkan pendapatan,

Berkaitan dengan pemingkastan pendapatan  khuosusnva PAD maka
kebpyakan vang perlu ditempuh menurut Kamaluddin (1984:85) dan Lains
(1985:35) adalah dalam benwk intensifikasi dan ekstensifikasi  dalam
pemungutan sehingga diharapkan PAD akan lebih berperan. Kebijakan dan
usaha inlensifikasi adalah berupa peningkatan PAD dan sumber-sumber yang
telah ada atau wvang itelah berjalan selama im sedangkan kebijakan sumber-
sumber pendapatan dacrah vang baru dalam batas ketentuan Perundang-
Undangan Upaya-upava intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber akan
sangat tergantung pada kreativitas aparatur pemerintah daerah untuk mampu
mengkoordinasi  lembaga-lembaga  penghasil  sumber-sumber PAD  dan
kreativitas aparatur yang tentunya sangat ditentukan oleh kualitas aparatur
(Redjo, 1995:25)

Todaro (1985:261), menyatakan bahwa pembangunan ekonomi scbagai

scperangkat  perubahan  vang  saling  berkaitan di  dalam  struktur  suatu

perekonomian  yang diperlukan bag terciptanya pertumbuban yang terus
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menerus. Pembangunan ekononm sebagan sualy proses informasi  struktoral
ditandar antara iam dengan lns:mng‘hﬂuna sumbangan (siaes) sektor industri
manutakiur dan jasa-jasa di dalam pembentuban Produk Domestik Bruto (PDB)
alav Produk Domestik Repopal Sruto (PDREBY di saio pihak dan makin
menurunnya sumbangan (sivere ) sckior pertaman di dalam PDBE atan PDRB &
prhak lam

Menurut Cenery (1997700 menpartikan pembangunan ekonomi sehagm
seperangkat  perubahan  vang  saling  berkaitan di dalam  struktur  suatu
perckonomian vang  diperfukan bagi terciplanya  pertumbuban VERE terus-
menerus. Pembangunan ekonom sebagat suatu proses informasi  strukiuesl
ditanda1 antara jain dengan dengan meningkainya sumbangan (share) sekion
mdusirt manulaktur dan jasa-jasa di dalam pembentukan PDB di satu pihak dan
semakin menurunnya sumbangan (share) sektor pertanian di dalam PDE di
pthak lwn. Hal i menunjukkan bahwa szlah satu indikator berkembang
udaknya suatu perekonomian adalah dilihat dari sumbangan industri dan jasa-
1asa dalam DB, berarti perekonomian suatu negara tersebut makin maju.

Derajat otonomi fiskal daerah adalah suatu tingkatan kemampuan daerah
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ukuran yang digunakan adalah
Admimistrative Independency Ratio antara PAD dengan total APBD, tidak
termasuk transfer dan pemerintah pusat (Rasdianto, 1997:17).

Utonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek vang penting dari
otonomi daerah secara keseluruhan. Pengertian otonom: fiskal menggambarkan
kemampuan pemerintah daerah seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain,
MNamun demikian harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia
masih sangat rendah  Ini tercermin IKR masing-masing daerah Kabupaten
s¢luruh Indonesia masih sanpat rendah, Artinya PAD dari masing-masing daerah
kabupaten selurub Indonesia belum membiavar penpgeluaran rutin, Karena itu

otonomi dacrah dan juga pemcrinah daerah serla pembangunan daerah bisa

diwujudkan apabila disertai otonomi kesangan vang etektip. Hal ini berarn
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pemerintal dacrah  secara  finansial  harus  bersifat independen  terhadap

pemerintan pusat denpan (atan banvak mengeal sumber-sumber PAD L W

pajak. retribus dan schagainva

1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penehiian Nangea (1991} dengan menggunakan anabisis regresi dan
korelast untuk mehhat pengaruh tingkal perkembangan ekonomi doerah dan
buntuan pemenintzh pusat terhadap derajal olonom fiskal daerah di Kabupaten
Malang, Probolinggo. dan Trengealeh. Disimpulkan bahwa kedua fakior tersebut
secara serempak berpengaruh posiup terhadap dermjatl otonomi fiskal daerah.
baik dibuktikan dengan model regrest individual maupun dengan model regresi
gabungan

Penelinan Rasdianto (1997-150) dengan menggunakan Model Penvesuaran
Parsial (PAM) mehhat pengaruh tingkat perkembangan ekonomi daerah dan
bantuan dan pemenintah pusat terhadap derajat otonomi fiskal daerah di Propinsi
Maluku, Disimpulkan bahwa peranan PAD dalam membiavai pembangunan pada
Daerah Tingkat 11 Maluku masth sangat rendah. Hal ini tercermin dari [KR
Dacrah Tingkat 11 Maluku vang masih berada jauh di bawah rata-rata KR
Dacrah Tingkat 1l secara nasional. Sclama kurun waktu pelita V (1991/1992-
1995/1994), misalnya IKR Daergh Tingkat 1l Maluku berturut-turut adalah
sebesar ¥,10%, 7.30%, dan 6,50%, Sedangkan rata-rata propinsi secara nasional
untuk kurun waktu yvang sama masing-masing adalah sebesar 25 50%, 23, 10%.
dan 81,10%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kelima daerah Tingkat 11
Propinst Maluku dalam memingkatkan PADnya masih sanpat rendah,

Tingkat perkembangan ekonomi (PE) dan bantuan pemenntah Pusat (G),
bark dalam jangka panjang masing-masing variabel tersebul mempunvai

pengaruh vang positip terhadap derajar otonomi fiskal daerah (Y). Makin tinggi

tngkat perkembangan ekonomi suatu daerah makin tinggi pula derajat otonomi



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

28

fiskal daerah Makin besar bagian bantpan fSfock wramt di dalam totsl bamuan
pemernmah pusat. makin memngkat derapat otonomi Diskal daerah.

Roelisien jangka panjang pada masig-masing vanabel independen. viitu
PE dan G tampaknya jauh lebnh bila dibandimgkan dengan koefisien jangks
pendek. Hal ini menunjukkan babhwa dalam jangks panjang vanabel PE dan G
memberikan ru:.:l}.'-i-r vang lebih cepat dibanding jangka pendek  kKoetisien
vanabel PE dalam jangka pendek 03,2086 dan jangka panjang L2003
Sedangkan kocfisien vanabel G dalam jangka pendek = +0,7660 dan jangka
pantang = +0,8054

Keadaan im menggambarkan babwa apabila nngkal perekonomian nak
PO 00% dalam jangka pendek akan berpengaruh terhadap erajal Ekonom
Fiskal [aerah sebesar 20,93%, Sedangkan dalam jangka panjang akan
berpengaruh sebesar 20093% Mlock Groor apabila meningkar 100.00% dalam
jangka pendek akan berpengaruh terhadap derajat otonom fiskal dacrah scbesar

TH.60%, Sedangkan dalam jangka panjane akan berpengaruh sebesar 80, 54%.
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BAB I
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3t Kerangka nonseptual

Pada prinsipnva kerangka  konscptual diperlukan  untuk @ memperjelas

penalaran selingea sampal pada jawaban sememara atas masalah vang telah

dirumuskan Bertolak dan kajian teon benkul ing

{1y Menurut Kristiadi (1991:45), bahwa hubungan keuvangan pusat dan

dzerah tidak hanyo sekedar pembagian masalah dana umum, schenarnyva
merupakan pencerminan dar pembagian beban antara pusel dan daerah
di dalam melaksanakan tugas dan 1anggung jawab pemenniah, pelayanan
masyarakat dan pembangunan

Menurut Dumain | 1990:9) menvatakan babwa perimbangan keuangan
antars pusat dan daerah didasarkan pada fakior terteptu dan  ada
ketentuan yang mengatur scherapa besar dana yang diberikan pemerintah
pusal kepada daerah. masing-masing daerah berhak menentukan
kemajuan sendiri.  Makin  maju  suatu  daerah, makin  sedikil
ketergantungan kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu bag daerah
vang mampu, sumbangan atau subsidi pemerintah pusal akan makin

keenl,

Sumber keuangan daerah sebagian besar masih berupa bamuan darn

pemerintah pusat. Hanya sebagian kecil yang merupakan pendapatan ash dacrah,

Ini jelas akan mengurangi sifat kemandirian pemenntah daerah di bidang

keuangan. Tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat, argumentasinya, mustahil

hagi pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan dacrah, Saat ini, arah

vang ditempuh telah mampu meningkatkan kemampuan daerah, dalam bentuk

peningkatan kemampuan daerah dalam bentuk peningkatan proporsi pendapatan

____._'_._—'—'_'_-_ .
‘ _- « | Ko 1l "‘r"--."._mm:!im
29 || :'Eﬂ: 2 | - WER

s
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ashl daerah dan penenimaan daerab sendirn vane makm lama makin besar dalam
pofal penerimaan dacrah

aclalan dengan upava memperkuatl otonomi daerah aau peningkatan PAD,
miaka bantuan darl Pemerintah Pusat (gram) sesungguhnya merupakan sustu
instrumen  vang dibarapkan  dapat  memaco/mendorong  peningkatan  PAD
tersebut, Dan bukan sebahiknva, Hal i antara lain dikemukakan oleh Arsvad
(1990 bahwa “Hakikat bamuan/subsidi adalah untuk memperkuat tingkat
atonon sustu daerah, karena vy daerah perlu memiliki keleluasaan dalam
menggunakan dana-dara bantuan vang ada schungs mempunvai dampak positf
erhadap pemngkatan PADT Adanva kebebasan/kelvasaan dalam mengeunakan
subsidi darr pemenntah  pusal  menvebabkan  daerah  betul-betul dapat
mempriontaskan kegratn-kematan vang mendorong peningkatan PAD dan
perekonomian dacrah

Dalam hal otonomi keuangan daerah, hubungan antara bantuan pemerintah
pusat dengan tingkat perkembangan perekonomian dipengaruhi vang signifikan
ingkat perekonomian daerah dipengaruhi oleh anggran pengeluaran daerah
vang sumbernya penerimaan potensial dari Mock grani dan PAD. Dalam jangka
pamjang, bantuan pemerintah pusat ini mengalami penurunan dan diharapkan
hanya menjadi pelengkap penyusunan APBD. Pada era otonomi dacrah PAD
akan menentukan derajat otonomi fiskal daerah.

Hubungan antara block grans dan PAD dengan perubahan derajat otonomd
fiskal daerah melalui proses vang sangat kompleks, dan biasanya bisa terjadi
dalam jangka pendek dan jangka panjanz, serta dapat diukur satu tahun
kemudian. Makin tinggi tingkat perkembangan suatu daerah makin tinggi pula
derayat otonomi fiskal dacrah tersebut

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan vang benar-benar
diperoleh dan dipergunakan oleh daerah untuk membiayal penvelenpgaran

otonomi daerah. PAD menunjukkan kualitas svatu dacrah dalam kemandiriannya

untuk mengelola rumah tangga sendini Makin besar penerimaan PAD, berarti
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bahwa  Lemampuan  otonemi bskal daerah makin meningkat, dan  dapat
.

melaksanakan program pémbanpunan akan lebih baik

Makin bingg penenmaan PAD akan dapar memenuhi pengeluaran rutin
dacrah vany bersangkutan Hal ini ditenjukkan indeks Kemamipuan rutin akan
makin besar pula. Sedangkan konstnbusi PAD verhadap total penerimaan daergh
akan berpengaruh sangat kuat, maka bisa dikaiskan daerah tersebut semakin
mandint  otonomt PAD  adalah  tylang  pungeung  untuk pembiavosn
penvelenggaran dalam rangka otonom) dacrah, sedanpkan Aleck grom secara
bertahap sudah mula dikurang dan  jangka panjang hanva sebagai pelenghap
dalam penyusunan peneenmaan angearan daewsh. Aspek terpenting kemandinan
keuangan dacrah, khususnya d kabupaten Lumagang memiliki kewenangan vang
bezar jumibahnva

herangha konseptual penelitian vang berusaha menjelaskan  hubungan

berbagar variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

! . . S -
APBRD, I‘LH-’.B.., APBD,.

|SA |PAD,| BG, | Pem. | Swasta | 84 |PAD.,| BG., |

| :

= =L PR - e

Gambar |. Kerangka Konseptual Penelitian
Kelerangan :
- APBD;, berpengaruh kepada PDRB., di mana PDRB adalah seluruh
penerimaan pemernintah dan sektor swasta,
- PDRBy berpengaruh kepada PAD,,
- SA; dan PAD, berpengaruh kepada PAD,.,
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3.2 Hipotesis

Herdasarkan fandasan teon dan deskripsi kerangka konseptual yang telah
dikemukakan di atas. maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebasa
nerikur
(1 APBD:. berpengarub posip dan siemifikan kepada PLIRB,.
121 PDRHB,., berpengaruh posimp dan signiikan kepada PAD,. |

[3)5A, dan PAD, secarn bersama-sama maupun secara parsial bBerpenzaruh

signthkan kepada PATD,,
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BAR IV
METODE PENELITIAN

4.1 Obyek Penelitian

Obvek vang ditehin adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang Kabupaien
Lumajang adalah kabupaten di Jawa Timuer yang relatip kectll namun memilika
potensi dalam perekonomian vang cukup bark. Aspek vang diteliti adalah derajat

otonomi fiskal daerah (DUWD ) dan indeks kemampuan rotin (TKR)

4.1 Populaxi dan Sampel

Penelinian i tidak memboiuhkan sampel, sebab vang ditelmtn adalah
kemampuan pengelolaan keoangan pemerintah  daerah dalam  menialankan
kepemerimahan. Pengelola keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Lumajang

4.3 Jenis Data
Dara yang dibutuhkan untuk dianalisis adalah data sekunder vang bisa
diperoleh don Kanter BAPPEDA, Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Statistik
kabupaten Lumajang Data sekunder tersebut terdiri atas -
.  Sumbangan dan bantuan pemerintah pusat,
b. Produk Domestik Regional Brute ( PDRIR),
¢. Pendapatan Ash Daerah Kabupaten Lumajang, dan
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lumajang.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpolan data vang dipergunakan dalam penelitian ini
menggunakan dokumentas, yaitu pengumpulan teknik informasi/data dengan
mempelajari dokumen berupa laporan perekonomian daerah, pendapatan daerah

dan APBD Kabupaten Lumajang.

FI: UPT Perpustakant

-,
SRV (¥ Y Lt
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[ata vang dipergunakan dalam penelitan im adalah data sekunder berupa
data feme series dan ahon anggaran 19940/1991 sampai denozn wahun BRgEAran
19902000 vang diperoleh dan Kantor BAPPEDA, Dinas Fendapatan Dagrah

dan kanor Statsik Kabupaien Lumajang sesua dengan tujuan penelitian

4.5 Definisi dan operasionalisasi variabel,
Vanabel dalam penelinian im terdin dari © Vanabel Derajal Otonomi

Fiskal Daerah (DOFLDY) Tingkat Perekonomian Dacrah, Sumbangan dan Banuan

Pemenntah Pusat (Block Giranr), Pendapatan Asli Daerah, Penenimaan Daerah

dan  Vanabel Pengeluaran Rutin Pemenintah Daerah Defimsi dan  cara

pengukuran ke enam variabel tersebut dijelaskan schagai berikut

a Varabel Dermat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) adalah kemampuan daerah
dalam membiayai pengeluaran ABPDnva melabu peningkatan PAD. Ukuran
vang dipergunakan  unmuk  mengukur  derajet  otonomi  fiskal daerah
menggunakan admimestraive mdependency ratio, yaitu rasio antara PAD
dengan total APBD (ndak termasuk transfer darn Pemenntah Pusat) dalam
satu tahun anggaran

b. Variabel perekonomian daerah diukur dengan menggunakan jumlah nilai
produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unil produksi di Kabupaten
Lumajang dalam jangka waktu satu tahun, vang meliputi sembilan lapangan
usaha (1) pernanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan: (2)
pertambangan dan penggalian; (3) industri, pengelahan; (4) listrik, gas dan
air bersih; (5) bangunan. (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7)
penganghutan  dan  komunikasi: (8) keuangan, persewaan dan  jasa
perusahaan; dan (9) jasa-jasa

¢ Varabel bantuan Pemerintah Pusat divkur dengan menggunakan nilai dalam

satuan uang bamuan umum (bleck grant) werhadap total APBD dalam satu

tahun anggaran
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d - Variabel Pendapatan Asli Daerah { PAD) diuker dengan menggunakan jumiah
pendapatan vang berasal dan pajak dacrah, retribusi daerah bagian laha
hadan usaha milik daerah, penerimaan dan dines-dinas dan penerimaan laim-
laim vang sah dalam satu tahun anggaran

¢ Marndbel  Penenmaan  Daersh  diwkur  dengan  menggunakan  jumlah
penerimaan vang  berasal dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun laly,
pentapatan ash daerah, hasil pajak dan bukan pajak. sumbangan dan bantuan
Pemenntah Pusat dan pencnmaan pembangunan dalam satu wahun anggaran,

[ Vanabel Pengeluaran Rutin divkur dengan mengsunakan pengeluaran
Pemenntah Daerah yang digunakan untuk belanja pezawai, belanja harang,
biava pemeliharaan, biaya perjalanan/dinas, angsuran pinjaman’hutang dan
bunga, ganmjaran subsidi dan sumbangan kepada daerah bawahan dan

pengeluaran tidak terduga dalom satu tahun anggaran

4.6 Metode analisis data.

Pwuan  penyusunan model analisis adalah untuk  menyederhanakan
masalah, sehingga bukti-bukti kuantitatip vang mendukung fenomena ekonomi
dapat diperoleh dan diamati. Metode analisis yang digunakan dalam penehitian,

meliputt

a.  Analisis Regresi Linier Sederhana

Digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel bebas terhadap
variabel tenkat, apakah dua variabel tersebut mempunvai hubungan atau tidak.
Bentuk persamaannya dinyatakan berikut (Gujarati, 1997.49)

Yi"oa+BX;+g

M mana.
Y = variabel terikat (APBIY)
X = variabe] bebas (PAD < Rlock (reant)

(¥ konstanta
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¥ hoefisien regrest linter

variahal pengeangpu
b, Analisis Beoresi Bergands
Uniuk  mengupn hipetesis pengaruh masing-masing  variabel  bebas
terhadap variabel terikat, baik secara serentak maupun parsial digunakan analisis
Model Regresi Linier Berganda Menurut Gujarati (1997:28) model regres:

uniuk menganalisis atas dasar Sample Regresion Function (SRF | scbhapai berikut

Yi=Po+ Py X4 BsXa 4 - P Xi e
[31 mana
i variabed terika
i varjabel bebas
i fmtersep, Konstanta vang merupakan rata-rata nilai Y1 pada saa

My soma dengan nol
B kochisien regress parsial. vkuran milas rata-rata milan Yi untuk
tap umt perubahan dafam X, dengan menganppap X lainnva
konstan
-1 = vanabel penganggu
Selanjuinva  tingkat  hubungan  kedua wvariabel tersebut dihitung
menggunakan Analisis Korelasi Product Moment. Analisis ini untuk menilai
hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y), Hubungan
antara variabel X dengan variabel Y tersebut diperoleh dengan rumus

(Subiyakto, 1995 1999

" T [ nExt - (EyF | [ Ay - (ZyF ]

D1 mana ;
Ty = koefisien korelasi antara predikior x dan y
¥ x Jumlah skor prediktor varabel bebas

Ly = Jumlah variabel bebas
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f banyaknva data observasi
L ]

Besar milay korelas: akan berada dalam interval - | dan + 1 sty — 1 <
HE Menurut Dapan (1996:338) kritenia keefisien regresi sebagar benkut © jika
Bt = 024, berhubungan sangat lemah, 021 - 0,40 berhubungan lemah, 0,41
0,70 berhubungan sedanp, 0,7 (.80 berhiubungan kuat dan 0.9] | CH

berbubungan sangar kuat

€. Indeks Kemampoan Rotin (FKR),

Untuk  mengetahui  besarnya  kemampuan  PAD  dalam  membiavay
pengeluaran rutim (Indeks Kemampuan Rutin), dirumuskan sebagar benkut
(Esmara, 1986 ; 226)

Jumlah PALD

/ i g
kR Jumlah Pengeluaran
Hutin

Dengan knitena -

IKR = 100 % - Pengeluaran daerah telah mampu  membiavai seluruhnya
pengeluaran rutin dengan PADnva.

IRK = 100 % - Pengeluaran dacrah belum mampu membiavai seluruhnya

pengeluaran rutin dengan PADnva.

d. Analisis Proporsi.

Untuk mengetabw apakah selama tahun anggaran 1990/1991 sampai
dengan tahun anggaran 1999/2000 Kabupaten Lumajang dapat dikatakan sehagai
daerah otonomi keuanpan wvang nvata dan bertanggung  jawab  ditinjau
darikeuangan daerah, digunakan Proporsi Konstribusi Pendapatan Asli Daerah
terhadap Total Penerimaan Daerah, vang dirumuskan sebagal berikut (Wijava,
1992:41) :

i Xi
Pi : — x 100 %
Yi
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£ mana
P Proposi  konstribusi  Pendapatan  Ash Daerab  terhadap  Toral
Penenmaan Daersh
Xi Pendupatan Asli Daerah
Y lotal Penerimaan Daerah
Menurut Wijava (1992411, bahwa otonomi daerab disebut vang nveia

dan bertanggung jawab bila Pi == 30,00%.

. Analisis Pertumbuhan

Untuk  menghitung  tingkat  pertumbuhan sumbangan  dan  bantuan
Pemenntah Pusat. PDRB, PAD, Komponen PAD. Dermat Ownomn Fiskal
Daerah, Penerimaan Daerab, Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan

digunakan rumus Metode Tahunan (Widoedo, 199036

TWu— TV,
TP —— x 100 %
l 1||l'|| |
[hmana :
TV lotal Variabel-i pada periode-,
TP, Fingkat Pertumbuhan Variabel-,

I'Vi1 = Total Variabel-i pada periode 1-1,

f. Analisis Dreajat Otonomi Fiskal Daerah

Untuk mengetahui Derajat Otonomi Fiskal Dagrah apakah selama tahun
angguran  1990/1991 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 Kabupaten
Lumajang, digunakan proporsi, vang dirumuskan sehagar berikut (Wijava, 1992
- 41)

APBD, = SA.r+ PAD, + BG,
APBDy4 * aly ¢ PAD + BG
DOFD Ak

AFPBD, — By,
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[ mang

DOFD = Derajat Oronoms Fiskal Daerah

PAD Pendapatan Asli Daeral

AFBL = Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

E18] Bleock Crrarm

£, Uji Hipotesis
(1) Uiyt —t ¢ Parsial

[igunakan untuk menpetahui masing-masing sumbangan vanabel bebas
secara parsial rerhadap varabel tergantung, mengu)i masig-masing koefisien
regrest variabel bebas secars parsial apakah mempunva:  pengaruh yiny
permaknag atau hdak terhadap vanabel terikat Menura Crujaratl (199747}, uji-1

dirumushan sebagai berikut

- i
SE ()
[ mana
[ kocfisien regresi untuk X,

SE (pi) = Standan deviasi koefisien regresi untuk Xi.
Bentuk pengujiannya adalah
Hy © bi =0, artinya tidak ada pengaruh vang nvata antara X dengan Y.
Hy o b« D, artinya ada pengaruh bermakna antara Xi dengan Y.
[dengan menggunakan ungkat keyakinan 95 00%. kemudian dibandingkan t
hetung AENEAN e Apabila milai | g > e dengan tingkat signifikansi =
/I maka Hy ditolak dan H, diterima, yang berarti ada pengaruh vang
signifikan antara masing-masing variabel prediktor (X1) terhadap varahel
terikat ( Yi). Apabila milai t pge <t use o2 maka Hy diterima dan H, ditolak

vang berarti tidak ada pengaruh vang signifikan antara masing-masing

vanabel prediktor (Xi) dengan variabel terikat (Yi).
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Al

(2) Upi F {Pengujian Serenmak)
.
igunakan untuk mengetahm apakah secars simulian i bersama-sama b
koefisien regresi variabel bebas mempunvai penzaruh pyatz atae Ldak
terhadap vanabel tergantung menurut Gujarati (1997 120) formula up |

sebapa bertkut

Rk I
[ =E3 /(N -K)

F=
[ mygma

R = Koefisien detérminasi

K banvaknva vanabel,

N banvaknye sampel

Hentuk pengupiannya adalah ¢

Hy “ By = b: = by = 0, antinya tidak terdapat pengarub vang signifikan antara
vanabel-variabel predikior (Xi) dengan varibel tenikat (Yi).

Hy by =b: # b = 0, artinya ada pengaruh bermakna antara variabel
predikior ( X1) dengan variabel terikat (Y1)

Pengupan melalwi uji F ini dengan jalan membanding F havun dengan F e
pada tngkat kevakinan yang digunakan 95,000, Apabila F pyeng = F her. Ho
ditolak dan Ha diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa scluruh variahel
bebas/predikior secara serentak atau simultan mampu memberikan penjelasan

lerhadap Y.

(3} Koefisien Determinasi Berganda | R?)
Digunakan untuk mengukur ketepatan model analisis vang dibuat
Nilai koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengukur besamya
sumbangan dari variabel bebas vang diteliti secara simulian terhadap variasi
variabel terikat. Bila R mendekati angka satu maka dapat dikatakan bahwa

sumbangan dan variabel bebas (Xi) terhadap variabel tergantung (Yi) makin

besar. Hal imi berarti mode! vang digunakan makin kuat untuk menerangkan
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varast  varuibel terpantung. Menurot  Gueapatt  (1997:139).  koefisien
*

determinasi berganda digunakan rumus sehagal beriko

_— 551
& 'S5
i Brytxat + fayisgal + Prtyixal
: Tyi?
keterangan
R® = koclisien korelasi berganda (coefficient of determination)
e be ] &) = jumlah kuadrat varighel penggangen | vum of squares of creor),
55R = Jumlah kuadrat vanabel vang menjelaskan (sum of synares of
FETPCANIT)
TS5 = B+ 'ESR

4.7, Asumsi Ui Klasik
Ada tiga asumsi klasik penting dalam analisis regresi vang perlu diuji
pemenubannya, Hal ini berkaitan sekali dengan kualitas estimasi koefisien regresi
vang dihasilken. Pada prinssp ordinaey feast sguare (OLS) untuk analisis régres,
kKetiga asumsi klasik tersebur disvaratkan agar estimasi kocfisien regresi bersifan udak
bras dan terbaik dari berbagai kemungkinan estimasinya (best linear unbiased
estimator atay BLUE) Ketiga asumsi klasik tersebut adalah - (1) tidak terjadi
otokorelasi, (2) tidak bersifat heteroskedastis dan (3) tidak tegadi multikolinieritas.
(1) tidak terjadi otokorelas:.
(Mokorelasi adalah hubungan senal pada varabel error Jika ini terjadi, in
menandakan bahwa koefisien represi vang dihasilkan tidak bersifat BLUE. Lja
ada atau tidaknya otokerelas: dapat dilihat pada besaran nilai Durbin-Watson.
Tika hipotesis yang dinjt -
Hi - tidak ada otokoreiass negatip
H, ® ada otokorcias negatip

kriteria uji adalah
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-

I." = B .E| ||-'.I-||I'-. || :
[ | terma H,.,
i-dip=d=4-d ndak ada kesimputan

tidak bersifat heteroskedasts

ini juga persyaratan agar koefisien regresi bersifat BLUE Heteroskedastis adalah
pejala yang menunjukkan bahwa vanans dan vanabel error tdak bersifut
konstan. Secara mudah untuk mendeteksi pejala heteroskedastsitas dapat dilihal
dan | apakah ada korelasi vang kuar dan signifikan antara ¥, hasil observas
dengan vaniabel error (e,). Jika ada korelas yang kuat dan signifikan, maka hasil
i parsial terhadap koefisien regress tidak banyak bermantaat, Korelasi antira ¥,
dengan ¢ dihitung dengan pendekatan Spearman (rank correlarion)

udak bersifat multikolinierias

Dika ada gepala multikolimeritas vang ditunjukkan oleh adanva korelasi antar

vanabel bebas, maka koefisien regresi vang dihasilkan tidak bersifar BLUE,
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BAKE VI
RESIMPUTAN DAN SARAMN

ol Boesimipulan
[xan basil penehtan, analisis hasil penclitian dan pembahasan hasil analisix

pada hab sebelumnyva, dapst dikemuokakan kesimpulan-kesimpulan sebagai beriku

| APRIEY Kabupaien Lummang pada tahon sekarmng berpengamuh posilip dan nvata
kepada PDRE pada smu tahun mendatang Im mengindikastkan babwa peranan
APBD cukup buk oniuh menumang  perbembangan  perckonomian Daerah
kKabupaten Lumajang Peranan sektor pemerintah cokup baik, sedung peranan
sektor swasta tdek terukor dalam penelitian 1m

2 Perkembangan perckonomion Dacrah Kabupsten Lumaang pada tahun sekarang
berpengaruh positp dan nyata terhadap PAID pada satu tahun mendatang
walaupun dengan elastisitas vang cukup kecil Imi memperkuat indikasr bahwa
peranan pemerintah dalam memperoleh pendapatan PAD lebih banvak ditunjang
oleh kemampuan Pemenntah Kabupaten Lumajang dalam meningkatkon PAD
haik dari hasil pajak Dacrah, retnibusi Daerah, bag) hast] dan BUMD, penenmaan
dinas-dinas {walaupun relanp kecil, sesuat dengan fungs dinas} dan penenmaan

lain=lain vang sah.

L |

PAL dan sisa anggaran berlebih (5A) pada tahun sekarang berpengaruh positip
dan nyvala terhadap APBD pada saw tnhun mendatang, sedang Sock  geand
termyata udak cukup signifikan pengaruhnya. Kenvataan ini juga memperkusat
idikast  bahwa Pemenmtah Kabupaten Lumajang  harus  memimgkatkan
kemampuan fiskal Daerah untuk menmgkatkan kemampuan otonominya, DEOD
tampak cenderung menurun selama tahun angearan vang dmmat (dengan mita-
rata DFOD = 12,35%/tahun; namun pada tahun anggaran 2000/2002 ampak ada
peningkatan  perkembangan DFOD vang cukup menggembirakan. Ini bisa
discbabkan karcna adamva peningkatan PALD vang cukup tingg pada tahun
lersebut

. e —
—— -

| % | OB UPL Perptisiakadd |
c"'l%‘ % | LT i i
Sie 7 | PTWIER R

TeN

i

e e ——
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B2 Saran-saran #

i

Pemenniah Kabupaten Lumajanyg masth memilik peivang vang cukup bark untuk
memngkatkan TKR don DEOD dalam tabun-tahun mendatang dengun upava-
upavi peninghatan PAD. Peningkatan PAL besa diupayakan dengan  wsaha
ehstensifikasi atau imensifikasy terhadap potensi pajak dan retribust. DI samping
Pemenntah kabupaten Lumajang biss mencan sumber-sumber penerimaan yang
lain  misal memberi  kemudahan-kemudahan  mvestor  dant Juar walayvah
Kabupaten Lumajang untuk melakukan  myvestast, Khususoya dalam  bidang
industri manufaktur. Rabupaten Lumagang telsh memiliki kawasan imdustn di
Kecamutan Sumbersuko yang perlu digalakkan

Hiock gramt vang berupa dana alokas: umum, dana alokas khosus, spmiber dova
glam dalam jangka panjang layaknva tetap dibenkan kepada  Pemenmtah
Kabupaten Lumajang dalam rangka menunjang pemingkatan  perekonomian
Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip ~“dlock gran™ yang dikenal secara
niversal vaitu memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada [Daerah
Pertanggungjawaban  keuangan  Daerah  Kabupaten  Lumajang hendaknya
ditakukan lebih transparan vaitu selain dipertanggungjawabkan melalm DFRD
jupa dapat diketahul oleh anggota masyarakat karena APBD dinyatakan sebagal
“Nokumen Daerah” vang dapat diketahui oleh umum sehingua ada akuntabilitas
kepada publik ntau masvarakat sementara itu menurut Undang-undang No, 22
wahun 1989 DPRD merupakan badan legislanf Daerah vang terpisah dan
pemerintah Daerah vang merupakan lembaga eksekutil
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Perkembangan PAD, APBD, PDRB, PDRB1, dan APBDM

TAHUN ANGGARAN 1990-2001
Kabupaten Lumajang

PAD

AFPBD

PDRB

PDRB1 ‘| APBD1 |

| 3241991

20199314

611135993

687872500 20199314

3377073
| 370732
4078591

25249143

BB7B72500

B44862500] 25249143

25376023

B44862500

BEE1ETDUD!E53TEDEJ

28195581

898127000

4119789

28105742

-

176681443

1176681443 28195581
1210809600, 28105742

| 4326620

28105742

-

210809600

1294147527] 28105742

| 5194834

31555814

(1294147527

1456895007, 31555914

| 5802363

38541740

| 1456895007

1623872775 38541740

6968808

79760859

1623872775

1908000672, 79760859/

9214931
8034133
10235700

12021241

1908000672

11729388

27652079

2068191775
2443132900

| 2068191775 12021241
2443132900] 11729388/

ANULL!  #NULL!
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